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Abstract. Restorative justice or restorative justice, is an approach that emphasizes restoring losses experienced
by victims, reintegrating perpetrators into society, and repairing social relationships damaged by criminal acts.
In contrast to the retributive approach which focuses on punishment as retribution for legal violations, this
research aims to analyze the concept of mediation as an alternative for resolving criminal acts from a restorative
Justice perspective and the effectiveness of mediation in reducing the burden on the courts and increasing the
efficiency of the criminal justice system. This research is a type of normative legal research that uses a conceptual
approach. The data source used in this research is secondary data. The results of this research are that mediation
as an alternative for resolving criminal acts from a restorative justice perspective has great potential to create
more substantive and sustainable justice. Mediation is an effective tool for reducing the burden on courts and
increasing the efficiency of the criminal justice system. By providing a faster, more cost-effective and flexible
dispute resolution mechanism, mediation not only helps reduce the backlog of cases in court, but also creates
more satisfactory solutions for victims and perpetrators.
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Abstrak. Restorative justice atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan
kerugian yang dialami oleh korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta memperbaiki hubungan sosial
yang rusak akibat tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman sebagai
balasan atas pelanggaran hukum, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mediasi sebagai alternatif
penyelesaian tindak pidana dalam perspektif restorative justice dan efektivitas mediasi dalam mengurangi beban
pengadilan dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum
normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam perspektif
restorative justice memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan.
Mediasi merupakan alat yang efektif untuk mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan efisiensi sistem
peradilan pidana. Dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan
fleksibel, mediasi tidak hanya membantu mengurangi backlog kasus di pengadilan, tetapi juga menciptakan solusi
yang lebih memuaskan bagi korban dan pelaku.

Kata Kunci: Mediasi, Restorative Justice, Tindak Pidana.

1. PENDAHULUAN

Pada era modern sistem hukum pidana menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Pendekatan tradisional yang berfokus pada retribusi atau pemberian hukuman kepada pelaku
tindak pidana sering kali dianggap kurang mampu memberikan keadilan yang holistik dan
memulihkan hubungan antara korban, pelaku, serta masyarakat. Sistem peradilan pidana
konvensional cenderung menempatkan negara sebagai satu-satunya pihak yang memiliki hak
untuk menuntut pelaku, sementara korban sering kali hanya menjadi saksi dalam proses

tersebut. Akibatnya, banyak kasus yang meskipun telah diputus oleh pengadilan, tidak
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sepenuhnya menyelesaikan akar masalah yang melatarbelakangi tindak pidana. Keadilan
formal yang ditegakkan melalui hukuman penjara atau denda terkadang gagal menciptakan
rasa keadilan bagi korban, dan bahkan dapat memperburuk kondisi pelaku dengan menciptakan
stigma sosial yang sulit dihapuskan. Dalam konteks inilah, paradigma baru dalam penyelesaian
tindak pidana mulai mendapatkan perhatian, salah satunya adalah mediasi sebagai alternatif
penyelesaian tindak pidana dalam perspektif restorative justice (Wahidur Roychan dkk., 2023).

Restorative justice atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan yang menekankan
pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat,
serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Berbeda dengan
pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman sebagai balasan atas pelanggaran hukum,
restorative justice lebih menekankan pada dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak yang
terlibat dalam konflik. Mediasi, sebagai salah satu instrumen utama dalam restorative justice,
memungkinkan korban dan pelaku untuk bertemu secara langsung di bawah bimbingan seorang
mediator yang netral. Melalui proses ini, kedua belah pihak dapat menyampaikan pandangan
mereka, memahami sudut pandang satu sama lain, dan bersama-sama merumuskan solusi yang
adil dan memuaskan. Dengan kata lain, mediasi bukan sekadar alat untuk menyelesaikan
konflik, tetapi juga sarana untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang lebih substantive
(Ilang Sakti, 2024).

Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana telah menjadi topik
yang menarik untuk dikaji dalam beberapa dekade terakhir. Di banyak negara, termasuk
Indonesia, mediasi telah diterapkan dalam berbagai jenis kasus, mulai dari tindak pidana ringan
seperti pencurian kecil hingga kasus-kasus yang melibatkan konflik interpersonal seperti
kekerasan dalam rumah tangga. Namun, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh
keberhasilannya dalam mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku, tetapi juga oleh
dampak jangka panjangnya terhadap hubungan sosial, tingkat kepuasan para pihak, serta
kontribusinya terhadap efisiensi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penting untuk
mengevaluasi sejauh mana mediasi dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks
penyelesaian tindak pidana, serta bagaimana pendekatan ini dapat berkontribusi pada
terciptanya keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Odelia Christy Putri Tjandra, 2021).

Salah satu aspek yang membuat mediasi menjadi relevan dalam sistem hukum modern
adalah kemampuannya untuk mengurangi beban pengadilan yang semakin berat akibat backlog
kasus. Di Indonesia, misalnya, jumlah perkara pidana yang masuk ke pengadilan setiap
tahunnya terus meningkat, sementara kapasitas pengadilan untuk menangani kasus-kasus

tersebut sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan banyak kasus yang tertunda penyelesaiannya,
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sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Mediasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan tidak memerlukan prosedur formal
yang rumit. Selain itu, mediasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk berpartisipasi
aktif dalam proses penyelesaian, sehingga hasil yang dicapai lebih sesuai dengan kebutuhan
dan harapan mereka.

Namun, meskipun memiliki banyak potensi, implementasi mediasi sebagai alternatif
penyelesaian tindak pidana juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama
adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep restorative justice dan manfaat
mediasi. Banyak orang masih memandang hukuman penjara sebagai satu-satunya cara untuk
menegakkan keadilan, sehingga enggan untuk mempertimbangkan opsi lain seperti mediasi.
Selain itu, regulasi yang mengatur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana di
Indonesia masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung penerapan pendekatan ini secara
luas.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas mediator yang bertugas dalam
proses mediasi. Mediator harus memiliki kemampuan teknis yang memadai, seperti
pemahaman mendalam tentang hukum pidana dan prinsip-prinsip restorative justice, serta
kemampuan interpersonal yang baik untuk memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku
(Bitnara Sura Priambada, 2024). Jika mediator tidak memiliki kompetensi yang memadai,
proses mediasi dapat gagal mencapai tujuannya atau bahkan memperburuk hubungan antara
para pihak. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi mediator menjadi hal yang sangat penting
untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan secara profesional dan efektif (Ilham Saputra
Machmud dkk., 2024).

Di sisi lain, mediasi juga memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi
korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi korban, mediasi memberikan
kesempatan untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhannya secara langsung kepada pelaku,
sehingga dapat membantu proses penyembuhan psikologis yang mereka alami. Bagi pelaku,
mediasi dapat menjadi sarana untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan
masyarakat, serta memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman penjara yang
sering kali kontraproduktif. Bagi masyarakat, mediasi dapat membantu menciptakan
lingkungan yang lebih damai dan harmonis dengan mengurangi konflik dan meningkatkan
toleransi antarwarga. Dengan demikian, mediasi bukan hanya sekadar alternatif penyelesaian

tindak pidana, tetapi juga alat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.
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Rumusan Masalah
1) Bagaimana konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam
perspektif restorative justice?
2) Bagaimana efektivitas mediasi dalam mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan

efisiensi sistem peradilan pidana?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan
pendekatan konseptual untuk mengkaji efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian
tindak pidana dalam perspektif restorative justice. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, serta bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan-bahan
hukum yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, metode analisis data yang
digunakan adalah metode analisis kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diolah secara
deskriptif analitis dengan menafsirkan norma-norma hukum yang ada serta
menghubungkannya dengan konsep-konsep teoretis terkait mediasi dan restorative justice,
sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan berdasarkan prinsip-prinsip

hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif
Restorative Justice

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana telah menjadi salah satu
pendekatan yang semakin relevan dalam sistem hukum modern, terutama ketika dilihat dari
perspektif restorative justice. Restorative justice sendiri merupakan paradigma baru dalam
penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku,
serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, mediasi bukan hanya sekadar
alat untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga sarana untuk
membangun keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan. Konsep mediasi dalam
perspektif restorative justice memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dari
pendekatan tradisional seperti retribusi atau rehabilitasi.

Pertama-tama, mediasi dalam restorative justice menempatkan korban sebagai subjek

utama dalam proses penyelesaian tindak pidana. Berbeda dengan sistem peradilan pidana
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konvensional yang sering kali mengabaikan suara korban, mediasi memberikan ruang bagi
korban untuk secara aktif berpartisipasi dalam dialog dengan pelaku. Melalui mediasi, korban
dapat menyampaikan pandangan mereka tentang dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana
tersebut, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Hal ini tidak hanya membantu korban
dalam proses penyembuhan psikologis, tetapi juga memberikan pelaku pemahaman yang lebih
mendalam tentang konsekuensi perbuatannya. Dengan kata lain, mediasi menciptakan platform
di mana korban dan pelaku dapat saling memahami, sehingga memungkinkan terjadinya
rekonsiliasi dan pemulihan hubungan yang rusak.

Selain itu, mediasi juga menawarkan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan
pendekatan retributif yang kaku. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, hukuman seperti
penjara atau denda sering kali diberlakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik
korban atau kondisi sosial pelaku. Sebaliknya, mediasi memungkinkan para pihak untuk
merumuskan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, dalam kasus
pencurian ringan, pelaku dapat sepakat untuk mengganti kerugian kepada korban melalui cara-
cara yang lebih personal, seperti membayar kompensasi secara bertahap atau memberikan
layanan tertentu sebagai bentuk permintaan maaf. Solusi semacam ini tidak hanya lebih
memuaskan bagi korban, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki
kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman yang dapat merusak masa depannya.

Dari sudut pandang pelaku, mediasi dalam perspektif restorative justice juga
menawarkan manfaat signifikan. Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan pidana
tradisional adalah bahwa hukuman seperti penjara sering kali gagal memberikan efek jera atau
rehabilitasi yang efektif. Sebaliknya, banyak pelaku yang justru menjadi lebih bermasalah
setelah keluar dari penjara karena stigma sosial dan kurangnya dukungan untuk reintegrasi ke
masyarakat. Mediasi, di sisi lain, memberikan pelaku kesempatan untuk mengambil tanggung
jawab atas perbuatannya secara langsung, memperbaiki hubungan dengan korban, dan
membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, mediasi tidak hanya
berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat untuk rehabilitasi
sosial dan pencegahan tindak pidana di masa mendatang.

Namun, meskipun memiliki banyak potensi, implementasi mediasi dalam penyelesaian
tindak pidana juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah
minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep restorative justice dan manfaat mediasi.
Banyak orang masih memandang hukuman penjara sebagai satu-satunya cara untuk
menegakkan keadilan, sehingga enggan untuk mempertimbangkan opsi lain seperti mediasi.

Selain itu, regulasi yang mengatur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana di
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Indonesia masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung penerapan pendekatan ini secara
luas.

Kualitas mediator juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan
mediasi. Mediator harus memiliki kemampuan teknis yang memadai, seperti pemahaman
mendalam tentang hukum pidana dan prinsip-prinsip restorative justice, serta kemampuan
interpersonal yang baik untuk memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku. Jika mediator
tidak memiliki kompetensi yang memadai, proses mediasi dapat gagal mencapai tujuannya atau
bahkan memperburuk hubungan antara para pihak. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi
mediator menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan secara
profesional dan efektif.

Meskipun demikian, mediasi juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi
masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan
heterogen, konflik antarindividu atau kelompok sering kali sulit diselesaikan melalui
pendekatan hukum formal saja. Mediasi dapat menjadi alat untuk mengurangi ketegangan
sosial dan meningkatkan toleransi antarwarga. Dengan memberikan ruang bagi para pihak
untuk berdialog dan menemukan solusi bersama, mediasi membantu menciptakan lingkungan
yang lebih damai dan harmonis. Selain itu, mediasi juga dapat mengurangi beban pengadilan
yang semakin berat akibat backlog kasus, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih
efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, mediasi telah berhasil diterapkan dalam berbagai jenis kasus, mulai
dari tindak pidana ringan seperti pencurian kecil hingga kasus-kasus yang melibatkan konflik
interpersonal seperti kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia, misalnya, mediasi telah
digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata dan pidana tertentu, meskipun
implementasinya masih terbatas. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan mediasi dalam
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana korban dan pelaku diberi kesempatan
untuk berdialog secara langsung di bawah bimbingan seorang mediator. Dalam banyak kasus,
mediasi berhasil menciptakan solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak
dibandingkan dengan pendekatan hukum formal yang sering kali hanya menghasilkan
hukuman penjara bagi pelaku tanpa memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku.

Namun, penting untuk dicatat bahwa mediasi tidak cocok untuk semua jenis tindak
pidana. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan ekstrem, korupsi besar-besaran, atau
tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, mediasi mungkin tidak dapat

diterapkan karena risiko ketidakadilan atau kurangnya kesetaraan posisi antara korban dan
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pelaku. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi jenis tindak pidana yang dapat
diselesaikan melalui mediasi berdasarkan karakteristik kasus dan kebutuhan para pihak.
Secara keseluruhan, mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam
perspektif restorative justice memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih
substantif dan berkelanjutan. Dengan menempatkan korban sebagai subjek utama, memberikan
solusi yang fleksibel, dan mempromosikan rekonsiliasi antara para pihak, mediasi dapat
menjadi alat yang efektif untuk membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis.
Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan dukungan regulasi yang kuat,
pelatihan mediator yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat
mediasi. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana,

tetapi juga alat untuk membangun keadilan yang lebih inklusif dan manusiawi.

Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Beban Pengadilan Dan Meningkatkan Efisiensi
Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan
yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke
pengadilan. Backlog kasus atau penumpukan perkara menjadi salah satu isu utama yang
memengaruhi efisiensi sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, mediasi sebagai alternatif
penyelesaian sengketa telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi beban
berlebih pada pengadilan sekaligus meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Mediasi
tidak hanya memberikan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat dan hemat biaya, tetapi
juga menciptakan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai
tanpa harus melalui prosedur formal yang rumit.

Salah satu alasan utama mengapa mediasi dianggap efektif dalam mengurangi beban
pengadilan adalah kemampuannya untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang
lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan formal. Proses peradilan pidana tradisional
sering kali memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk menyelesaikan
sebuah kasus. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang rumit, keterbatasan jumlah hakim, serta
tingginya volume perkara yang masuk ke pengadilan. Di sisi lain, mediasi dapat diselesaikan
dalam waktu yang relatif singkat, biasanya hanya beberapa minggu atau bulan, tergantung pada
kompleksitas kasus dan kesediaan para pihak untuk bekerja sama. Dengan demikian, mediasi
membantu mengurangi backlog kasus di pengadilan, sehingga memungkinkan hakim dan

aparat penegak hukum untuk fokus pada kasus-kasus yang lebih serius atau kompleks.
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Selain itu, mediasi juga lebih hemat biaya dibandingkan dengan proses peradilan
formal. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, para pihak sering kali harus
mengeluarkan biaya besar untuk membayar pengacara, biaya administrasi, dan biaya lainnya
yang terkait dengan proses hukum. Bagi masyarakat yang kurang mampu, biaya ini bisa
menjadi beban yang sangat berat, sehingga mereka enggan untuk melaporkan tindak pidana
yang dialami. Sebaliknya, mediasi umumnya tidak memerlukan biaya yang signifikan karena
prosesnya lebih sederhana dan tidak melibatkan banyak pihak eksternal seperti pengacara atau
jaksa. Dengan demikian, mediasi tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga
memberikan akses yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan konflik
mereka.

Dari sudut pandang korban dan pelaku, mediasi juga menawarkan manfaat yang
signifikan. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, korban sering kali hanya menjadi saksi
pasif dalam proses penuntutan, sementara pelaku diposisikan sebagai objek hukuman. Hal ini
sering kali membuat korban merasa tidak puas karena suaranya tidak didengar, dan pelaku
merasa tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Mediasi, di sisi lain,
memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berdialog secara langsung di bawah
bimbingan seorang mediator yang netral. Melalui dialog ini, korban dapat menyampaikan
dampak yang mereka alami akibat tindak pidana, sementara pelaku dapat memahami
konsekuensi perbuatannya dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan yang
rusak. Hasilnya, mediasi tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga menciptakan
solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.

Efisiensi sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari seberapa cepat kasus dapat
diselesaikan, tetapi juga dari seberapa baik sistem tersebut dapat memberikan keadilan bagi
semua pihak. Dalam hal ini, mediasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi
sistem peradilan pidana dengan cara yang lebih manusiawi dan substantif. Salah satu aspek
yang membuat mediasi efisien adalah fleksibilitasnya dalam merumuskan solusi. Berbeda
dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sering kali memberikan hukuman standar
seperti penjara atau denda, mediasi memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi yang
disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, dalam kasus pencurian ringan, pelaku dapat
sepakat untuk mengganti kerugian kepada korban melalui cara-cara yang lebih personal, seperti
membayar kompensasi secara bertahap atau memberikan layanan tertentu sebagai bentuk
permintaan maaf. Solusi semacam ini tidak hanya lebih memuaskan bagi korban, tetapi juga
memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani

hukuman yang dapat merusak masa depannya.
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Selain itu, mediasi juga membantu meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana
dengan mengurangi angka banding dan revisi putusan. Dalam sistem peradilan pidana
tradisional, putusan pengadilan sering kali tidak memuaskan salah satu pihak, sehingga mereka
mengajukan banding atau revisi. Proses ini tidak hanya memperpanjang waktu penyelesaian
kasus, tetapi juga menambah beban pengadilan. Sebaliknya, mediasi menghasilkan
kesepakatan yang dirumuskan secara bersama-sama oleh para pihak, sehingga tingkat
kepuasan terhadap hasilnya cenderung lebih tinggi. Akibatnya, risiko banding atau revisi
putusan menjadi lebih rendah, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi sistem peradilan
pidana secara keseluruhan.

Secara jangka panjang, mediasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap
sistem peradilan pidana. Pertama, mediasi membantu menciptakan lingkungan yang lebih
damai dan harmonis dengan mengurangi konflik sosial dan meningkatkan toleransi antarwarga.
Dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk berdialog dan menemukan solusi bersama,
mediasi membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadaban. Kedua,
mediasi juga berkontribusi pada penurunan angka tindak pidana di masa mendatang. Dengan
memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan reintegrasi ke
masyarakat, mediasi membantu mencegah tindak pidana ulangan. Ketiga, mediasi membantu
menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan mengurangi backlog kasus dan memberikan solusi yang lebih memuaskan bagi para
pihak, mediasi memungkinkan sistem peradilan pidana untuk lebih fokus pada kasus-kasus
yang memerlukan perhatian khusus.

Dengan mengurangi backlog kasus di pengadilan, mediasi memungkinkan hakim dan
aparat penegak hukum untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang memerlukan perhatian khusus,
seperti tindak pidana serius atau kasus yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Hal
ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, tetapi juga memastikan bahwa
keadilan dapat ditegakkan secara lebih adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Selain
itu, mediasi juga membantu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat modern, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari hukuman yang
diberikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, mediasi merupakan instrumen yang sangat efektif untuk
membangun keadilan substantif dan pemulihan sosial, sekaligus mengurangi beban pengadilan
dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Dengan memberikan ruang bagi para

pihak untuk berdialog dan menemukan solusi bersama, mediasi membantu menciptakan
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masyarakat yang lebih damai, toleran, dan berkeadaban. Namun, untuk mencapai efektivitas
yang optimal, diperlukan dukungan regulasi yang kuat, pelatihan mediator yang memadai, serta
peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi. Dengan demikian, mediasi dapat
menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana modern yang lebih adil, efisien, dan

manusiawi.

4. PENUTUP

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam perspektif restorative
justice memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif dan
berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama, memberikan solusi
yang fleksibel, serta mempromosikan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Namun,
implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat,
keterbatasan regulasi, dan perlunya peningkatan kualitas mediator. Oleh karena itu, diperlukan
dukungan regulasi yang kuat, pelatihan mediator yang memadai, serta edukasi publik untuk
meningkatkan efektivitas mediasi dalam sistem peradilan pidana modern. Dengan demikian,
mediasi dapat menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil,
damai, dan harmonis.

Mediasi merupakan alat yang efektif untuk mengurangi beban pengadilan dan
meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Dengan menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan fleksibel, mediasi tidak hanya
membantu mengurangi backlog kasus di pengadilan, tetapi juga menciptakan solusi yang lebih
memuaskan bagi korban dan pelaku. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi instrumen
penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, efisien, dan manusiawi.
Melalui implementasi mediasi yang efektif, diharapkan sistem peradilan pidana dapat lebih
responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, sekaligus menciptakan masyarakat yang

lebih damai dan harmonis.
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